BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat

(6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3),
Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif
fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB);

. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M /2024, Nomor 600.10-4849 Tahun
2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah
mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga
juta rumah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan
BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR).

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik





















Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS
Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 24 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 7



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 JANUARI 2025

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Ju 11311 10) S T

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama

NIK

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama
Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya benar-benar berprofesi/bekerja sebagai ........c.ccoreucenrenirennnenenenen.
dengan penghasilan perbulan Rp....cccccceeiiieiiiniiinniiciienrenninireneisescocess

2. Permohonan pembebasan BPHTB ini diajukan untuk kepemilikan rumah
pertama.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagai persyaratan permohonan pembebasan BPHTB bagi MBR
dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala akibat yang timbul dari
surat pernyataan ini menjadi tanggung jawab saya.

®esscsesstiarstte o g Coascesccscessecveccsonesnascsna0e

ang Menyatakan

Materai 10.000

Ketua RW Ketua RT

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS





